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Abstract. Information technology changes people's habits in simple transactions to electronic 
systems (e-commerce). Along with technological developments, various new electronic 
contract innovations have emerged, one of which is the Blockchain-Smart Contract which 
relies on a decentralized ledger system in digital form that moves automatically (self-
executing) using cryptocurrency on the blockchain. With its application in electronic 
transactions carried out without human intervention and based on computer code, it raises 
various questions regarding its validity as an electronic contract that is binding and 
enforceable both in the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE)  in 
Indonesia, as well as internationally in UNCITRAL's Legal Model on e-Commerce with the 
implementation of technology neutrality principles. 
 




Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa berbagai perubahan dalam 
berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor perdagangan yang dibantu 
dengan peran internet (e-commerce) hingga menciptakan dunia tanpa batas ruang dan waktu 
(borderless). Pemanfaatan teknologi yang terus berkembang dengan sedemikian rupa 
memperkenalkan berbagai model baru kegiatan perdagangan elektronik (Electronic 
Commerce/e-commerce)(Davidson, 2009). 
Secara internasional telah terdapat berbagai pengaturan yang mendasari perdagangan 
elektronik, seperti dalam United Nations in Contracts for International Sale of Goods (CISG), 
United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Electronic 
Commerce serta UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures sebagai instrumen hukum 
modern yang memfasilitasi harmonisasi perdagangan internasional yang terus berkembang. 
Dalam ranah hukum nasional, e-commerce telah memperoleh pengaturan yang komprehensif 
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, selanjutnya disebut “UU ITE”), juga berbagai Peraturan Pemerintah dibawahnya 
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
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Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PP PMSE”) yang secara khusus mengatur dalam 
lingkup perdagangan. 
Dengan munculnya berbagai inovasi dalam penggunaan teknologi, e-commerce 
mengalami modifikasi model yang mulanya kegiatan transaksi disepakati melalui telegram 
atau telepon (Davidson, 2009), kini memunculkan model kontrak elektronik baru yang 
berupaya memudahkan akses, kerahasiaan, keragaman pilihan, kenyamanan dan efisiensi 
dalam bertransaksi. Kemudahan dan keuntungan yang disediakan kontrak elektronik secara 
perlahan menggantikan penggunaan perjanjian konvensional di atas kertas, baik dari segi 
dibentuknya kesepakatan tanpa para pihak harus berada di lokasi yang sama, kemudahan 
komunikasi melalui sistem jaringan yang online,  serta biaya yang relatif sedikit 
dibandingkan dengan penggunaan perjanjian konvensional pada umumnya (Szyszczak & 
Online, 2016.).   
Dalam upaya mengurangi interaksi secara langsung, smart contract mulai digunakan 
dalam kegiatan transaksi secara elektronik. Smart Contract yang pertama kali dikenalkan oleh 
Nick Szabo merupakan kumpulan kode yang disimpan dan diproses dalam sistem buku besar 
terdistribusi (Distributed Ledger Technology/DLT) komputer yang diprogram untuk berjalan 
secara otomatis sesuai dengan kondisi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (Chamber 
of Digital Commerce et al., 2018).  Penerapan blockchain-smart contract tersebut tidak terbatas 
pada kegiatan perdagangan, melainkan juga dalam bidang perasuransian (insurance), crowd-
funding, hingga penyediaan jasa. Smart Contract telah diterapkan dalam kegiatan transaksi 
elektronik di beberapa negara, seperti pada Quube di Singapura, Elinext dari Perancis, 
Ethereum dari Swiss hingga Stellar dari Amerika. Meskipun demikian, hingga saat ini 
penggunaan Smart Contract belum dijumpai di Indonesia (Muhammad, 2019), kecuali dalam 
sektor e-commerce yang dibawa oleh Singapura yakni Qoo10. 
Berbicara mengenai smart contract sebagai suatu bentuk kesepakatan para pihak, dalam 
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) di Indonesia, syarat sah 
suatu perjanjian meliputi: (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan para pihak; (3) suatu hal 
tertentu; dan (4) sebab yang halal. Meskipun pada dasarnya Smart Contract sebagai bentuk 
baru kontrak elektronik dan perjanjian konvensional memiliki bentuk yang sama, namun 
Smart Contract yang memiliki sifat self-executing dan dijalani melalui teknologi Blockchain 
menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata 
memberikan unsur-unsur terbentuknya suatu perjanjian secara sah, ketentuan mengenai 
syarat sah perjanjian tersebut berlaku pula bagi kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam 
peraturan pelaksana UU ITE seperti PP PSTE, yakni Pasal 46 Ayat (2) PP PSTE yang 
membahas mengenai transaksi elektronik yang dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik 
sebagai bentuk kesepakatan para pihak, yang meliputi syarat-syarat seperti: a) terdapat 
kesepakatan para pihak; (b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang 
mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) terdapat hal tertentu; 
dan (d) objek transksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
kesusilaan, dan ketertiban umum. Berbeda dengan PP PSTE yang secara langsung 
menetapkan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata di dalamnya, PP PMSE yang 
merupakan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Perdagangan tidak 
memberikan syarat-syarat yang tegas mengenai sahnya suatu kontrak elektronik. 
 Perjanjian konvensional yang dirancang dan ditandatangani secara langsung oleh 
manusia atau para pihak secara langsung, berbeda dengan Smart Contract dirancang, ditulis 
dan dijalankan dalam sistem elektronik atau kode komputer yang menghapuskan kebutuhan 
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akan pihak ketiga dalam suatu transaksi. Sehingga keabsahan Smart Contract yang dijalankan 
dalam teknologi Blockchain masih dipertanyakan. Berbeda dengan Indonesia, beberapa 
negara common law telah aktif melaksanakan Smart Contract dalam kegiatan transaksi 
elektronik seperti Amerika dan Singapura dengan pengaturan hukum yang luas (expansive). 
Mengenai penegakkan hukum serta legalitasnya, Smart Contract di Amerika telah dinyatakan 
sebagai perjanjian yang dapat mengikat para pihak dalam ketentuan-ketentuan Uniform 
Electronic Transaction Act (UETA) tahun 1999, Electronic Signatures in Global and National 
Commerce Act (ESIGN) tahun 2000 hingga beberapa keputusan Pengadilan serta hukum-
hukum negara bagiannya 
Baik dalam UETA dan ESIGN telah disesuaikan dengan sedemikian rupa untuk mampu 
mengantisipasi tumpang tindih keberadaan perjanjian hukum yang sah dengan Smart 
Contract (Cardozo Blockchain Project, 2018),  yang mana memberikan baik dokumen 
elektronik dan tanda tangan elektronik (electronic signatures) kekuatan hukum yang sama 
dengan dokumen tertulis selama para pihak sepakat untuk melaksanakan transaksi secara 
elektronik sebagaimana dinyatakan dalam Section 7 UETA. Selain itu secara khusus dalam 
hukum negara bagian Tennessee telah ditetapkan kepastian hukum, validitas ataupun 
kekuatan mengikat Smart Contract dalam perdagangan.  
Begitu pula di Singapura yang telah aktif menjalankan kegiatan transaksi dengan Smart 
Contract dengan berdirinya berbagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 
perdagangan, layanan pendidikan hinga pertukaran dan jasa keuangan dalam sistem 
Blockchain, seperti Quoine. Hingga saat ini telah banyak kasus-kasus yang diselesaikan di 
Singapura (The Singaporean High Court) mengenai kontrak-kontrak yang berjalan secara 
otomatis (automated processing contracts) seperti halnya Smart Contracts (Neuburger et al., 
2019).  
Berdasarkan hasil riset tahunan, yang dilaksanakan Bank Dunia (World Bank), 
Singapura dan Amerika Serikat menempati 10 (sepuluh) besar peringkat negara dengan nilai 
Ease of Doing Business (EoDB) tertinggi, dimana Singapura menempati posisi kedua dan 
Amerika Serikat diposisi keenam. Sedangkan Indonesia pada periode 2020 memperoleh 
peringkat 73, sehingga dianggap diperlukan penyempurnaan kebijakan ekonomi yang 
mendukung kemudahan berusaha berbesis teknologi informasi. 
Dengan berkembangnya teknologi pemrosesan data secara elektronik kini, disamping 
hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Asshiddqie et.al., 
2006), namun hukum juga pada kenyataannya tidak dapat bersifat statis sejalan dengan terus 
berkembangnya masyarakat yang ada. Sebagaimana hukum sebagai suatu kaidah memiliki 
peran dalam pembangunan yakni menjamin bahwa segala perubahan yang terjadi dapat 
berjalan secara teratur yang berdasarkan pada perundang-undangan atau keputusan 
pengadilan atau kombinasi keduanya, hukum merupakan instrumen penting dalam 
perkembangan ekonomi digital. Baik dalam penyelesaian masalah-masalah hukum tertentu 
yang mendasar, seperti masalah-masalah hukum positif yang tidak memiliki jawaban dalam 
hukum positif (peraturan perundang-undangan) itu sendiri maupun untuk menyelesaikan 
masalah yang mungkin akan terjadi (futuristic) meskipun dituangkan dalam model-model 
perilaku yang abstrak (Mochtar Kusumaatmadja dalam Danrivanto Budhijanto, 2019). 
Disamping itu, penggunaan Blockchain-Smart Contract telah memunculkan berbagai isu 
seperti aksesibilitas dan kontrol terhadap sistem komputer pada Blockchian-Smart Contract 
serta bagaimana sistem yang terdapat mampu memperhitungkan perubahan kondisi bisnis. 
Isu-isu tersebut pula yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang terbuktikan 
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dengan munculnya kasus di Singapura yakni B2C2 Ltd v Quoine Pte Ltd (2019) yang 
memberikan pedoman aplikasi hukum atas permasalahan yang timbul akibat kontrak 
otomatis tanpa intervensi manusia (seperti Smart Contract) dapat diatasi. Oleh karenanya, 
penting adanya kepastian hukum mengenai pemberlakuan Smart Contract dalam teknologi 
Blockchain sebab dikhawatirkan tanpa diperolehnya jaminan kepastian hukum bagi Blockhain-
Smart Contract tersebut dapat menimbulkan kegagalan kepatuhan terhadap perikatan yang 
disepakati oleh para pihak dalam perjanjian berbentuk Smart Contract. 
Dengan berfokuskan pada penggunaan blockchain-smart contract dalam transaksi 
elektronik khususnya dalam perbandingannya dengan Amerika dan Singapura, penelitian ini 
akan berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti: Dzulfikar Muhammad yang 
berfokuskan pada Karakteristik Perjanjian Jual Beli dengan Smart Contract dalam E-Commerce 
(Muhammad, 2019), Bima Danubrata Adhijoso yang berfokuskan pada Penerapan Smart 
Contract dalam Asuransi Pertanian di Indonesia (Adhijoso, 2019), Dwi Hidayatul Firdaus 
yang berfokus pada Aplikasi Smart Contract dalam e-Commerce dalam Perspektif Hukum 
Perjanjian Syariah (Firdaus, 2020), Mariska Zena Wilona et.al yang berfokus pada Pengaturan 
Privasi dalam Smart Contract pada Transaksi Elektronik (Wilona, 2021), Achmad Bahauddin 
yang memfokuskan pada Aplikasi Blockchain dan Smart Contract untuk Mendukung Supply 
Chain Finance UMKM Berbasis Crowdfunding Syariah (Bahauddin, 2019), Max Raskin yang 
memfokuskan penelitian pada Hukum dan Keabsahan Smart Contract pada hukum Amerika 
(Raskin, 2017) dan Neuburger, Jeffrey D. et. al yang berfokuskan pada Kebiasaan dalam 
Penerapan Smart Contract di Amerika (Neuburger et al., 2019). 
Dengan demikian, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan 
memberikan fokus terhadap keabsahan Blockchain-Smart Contract dalam transaksi elektronik 
seperti e-commerce serta membandingkan pengaturan yang ada dengan pengaturan di 




Penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif yang bertujuan untuk memberikan 
gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis, serta menguraikan keadaan atau fakta 
hukum yang ada, sekaligus menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui 
analisis terhadap pokok permasalahan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 
normatifnya (Hadjon et. al., 2005). Sebagaimana penelitian hukum deskriptif normatif 
dimaksudkan, penelitian ini dijalankan dengan tujuan memberikan gambaran umum yang 
menyeluruh mengenai keabsahan penggunaan Smart Contract dalam teknologi blockchain 
dalam transaksi elektronik, khususnya e-commerce yang diteliti berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) yang merupakan aturan pelaksana 
Undang-Undang Perdagangan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif 
yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder, baik bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan/atau bahan hukum tersier, seperti dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku dan/atau hasil-hasil penelitian (Soemitro, 1990). Sumber data utama didasarkan 
pada hukum positif (hukum yang berlaku) dengan memberatkan pada pendekatan 
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komparatif dan perundang-undangan (comparative and statute approach), yaitu Pendekatan 
undang-undang (statute approach), yakni penelitian yang menitikberatkan pada produk-
produk hukum seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasi 
dan/atau yurisprudensi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui asas-asas peraturan 
perundang-undangan, hierarki serta sifat kekhususan norma yang berlaku terhadap 
penggunaan Smart Contract serta legalitasnya dalam kegiatan transaksi elektronik di 
Indonesia (Diantha, 2016) dan Pendekatan komparatif (comparative approach), yakni penelitian 
yang menggunakan perbandingan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam penelitian 
ini, Penulis memilih perbandingan hukum berupa pengaturan yang berlaku di Amerika dan 
Singapura mengenai Kontrak Elektronik dan Smart Contract. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Konsep Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce) 
Transaksi elektonik (atau electronic transaction) seringkali dikaitkan dengan e-commerce yang 
mana merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi elektronik yang secara khusus dalam 
bidang perdagangan. Electronic Commerce atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 
menurut merujuk pada kegiatan komersial berdasarkan pemrosesan elektronik dan transmisi 
data berupa teks, suara dan gambar dalam internet, juga meliputi uang elektronik dan 
Electronic data Interchange (EDI) (Davidson, 2009). Atau yang sebagaimana disampaikan Julian 
Ding sebagai “a commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in similar 
contractual relationships for the supply goods, services or the acquisition of “rights”… executed or 
entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties 
is not required, and the medium exist in public network or system as opposed to a private network 
(closed system)” (Iqbal, 2019).  
Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 
Melalui Sistem Elektronik sendiri, e-commerce didefinisikan sebagai perdagangan yang 
transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dengan 
adanya internet sebagai unsur pendukung pertumbuhan e-commerce yang signifikan bagi 
masyarakat, juga sebagai medium dalam mengirimkan pesan elektronik atau pertukaran data 
dalam bertransaksi seperti situs web atau platform online marketplace. Penggunaan internet 
tersebut memberikan berbagai keuntungan seperti: 1) jangkauan internet yang luas, murah 
biaya, cepat dan kemudahan akses yang diperoleh oleh publik; dan (2) penggunaan electronic 
data dalam internet sebagai penyampaian pesan yang mudah, baik dalam bentuk elektronik 
maupun digital (Jauhan, 2010). 
Secara praktis, telah terdapat beberapa model bisnis yang dikenal dalam e-commerce. 
Namun secara mendasar, transaksi e-commerce dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori besar 
yang meliputi: (1) Business to Business (B2B), yakni model transaksi yang dilakukan dalam 
jaringan (online) antar pelaku bisnis yang umumnya mengandalkan sistem komersial berbasis 
web antar penjual (trading partners) yang telah berhubungan secara terus menerus dan anpa 
ketergantungan terhadap data sebagai dasar transaksi; dan (2) Business to Consumer (B2C), 
yakni model transaksi jual beli antara penjual (merchant) dan konsumen (end-user) dengan 
sistem keterbukaan pasar untuk transaksi kecil maupun besar (Mansur et.al., 2005). Selain itu, 
kini telah berkembang model bisnis baru yakni Consumer to Consumer (C2C) yang 
memungkinkan transaksi secara elektronik antar konsumen sehingga memberikan 
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keleluasaan bagi pengguna untuk mempromosikan barang dagangnya serta memfasilitasi 
transaksi yang terjadi, seperti platform Bukalapak. 
Secara umum, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce telah memberikan 2 
(dua) prinsip dasar dalam pengaturan mengenai e-commerce, yakni (1) functional equivalent 
approach, bahwa suatu dokumen dan komunikasi elektronik memiliki tujuan dan fungsi yang 
sama seperti halnya dokumen kertas dan komunikasi; dan (2) technology neutrality approach, 
bahwa suatu komunikasi elektronik diperlakukan sama dengan teknologi komunikasi 
elektronik lainnya, seperti halnya e-mail dianggap secara umum sebagai pesan data (data 
message). Prinsip tersebut lah yang memberikan dasar pengakuan terhadap keabshan 
informasi dan/atau dokumen elektronik baik dalam segi kekuatan mengikat maupun 
pembuktian dalam pengadilan sepanjang informasi yang termuat di dalamnya dapat 
dibuktikan dalam hal pembuatan (creation), penyimpanan (data retention), pengiriman dan 
teridentifikasikannya pembuat pesan (originator) sebagaimana dinyatakan dalam Article 10 
Model Law on e-Commerce.  
 
Konsep Kontrak Elektronik 
Terbukanya peluang pasar global (global market) dalam e-commerce juga menghadirkan 
berbagai inovasi terhadap penggunaan kontrak elektronik. Kontrak elektronik atau electronic 
contract merupakan Perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik 
dengan memadukan jaringan (network) dari sistem informasi berbasis komputer (computer 
base information system) dengan sistem komunikasi jaringan dan jasa telekomunikasi yang 
difasilitasi oleh internet (network of network) (Makarim et.al., 2003). Berbeda dengan perjanjian 
konvensional pada umumnya, kontrak elektronik pada hakikatnya merupakan perjanjiain 
yang menggunakan medium elektronik, seperti (1) Shrink and Wrap Contract; (2) Click and Wrap 
Contract; (3) Browse and Wrap Contract; dan/atau (4) Mail and Wrap Contract yang banyak 
dikenal secara umum.  
Kontrak elektronik semacam inilah yang telah banyak diatur dalam UNCITRAL Model 
Law on e-Commerce, sebagaimana e-mail telah diakui sebagai pesan data yang diterima 
sebagai bukti otentik dalam transaksi elektronik dalam Article 2 Model Law on e-Commerce. 
Secara nasional, pengaturan mengenai kontrak elektronik di Indonesia telah cukup memadai 
dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem 
Elektronik (“PP PMSE”). Berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) PP PSTE, suatu kontrak elektronik 
dianggap sah apabila memenuhi syarat, seperti:  
(1) terdapat kesepakatan para pihak; 
(2) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(3) terdapat hal tertentu; dan 
(4) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
kesusilaan dan ketertiban umum 
Selain itu, menurut Pasal 47 Ayat (3) PP PSTE, suatu kontrak elektronik harus memiliki 
informasi yang cukup mengenai transaksi yang dilakukan, yakni paling sedikit memuat hal-
hal sebagai berikut: 
a. data identitas para pihak; 
b. objek dan spesifikasi; 
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c. persyaratan Transaksi Elektronik; 
d. harga dan biaya; 
e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; 
f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat 
mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat 
tersembunyi; dan 
g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. 
Blockchain-Smart Contract 
Terlepas dari model-model bisnis yang ada, baik Business to Business ataupun Business to 
Consumer, kegiatan transaksi dalam e-commerce semakin menarik minat masyarakat dengan 
keuntungan-keuntungannya sendiri. Salah staunya dengan model baru kesepakatan yang 
dituangkan dalam bentuk Smart Contract. Smart Contract merupakan perjanjian elektronik 
yang dituliskan dalam kode komputer dan dioperasikan dalam suatu blockchain atau 
distributed ledger sehingga dapat menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan dalam 
perjanjian tersebut secara otomatis (self excecuting and self enforcing) (Gates, 2017). Konsep 
penggunaan teknologi blockchain memungkinkan pencatatan semua aset dan transaksi global 
dengan pembayaran melalui cryptocurrency ataupun pengiriman informasi dalam sistem data 
yang terdesentralisasi (Melanie Swan dalam Herian, 2018). Dengan sistem yang 
terdesentralisasi, blockchain bekerja dengan memproses data identik atau serupa dalam tiap 
blok sehingga perubahan-perubahan yang terjadi salah suatu blok tertentu dapat 
mempengaruhi blok lainnya. Tiap-tiap blok dalam sistem ini secara berturut-turut terhubung 
melalui suatu set karakter yang menyusun informasi dalam blok tersebut yang dikenal 
sebagai “hash”, sehingga teknologi blockchain ini memiliki sifat immutable (tidak dapat diubah). 
Konsep Smart Contract yang diangkat dari mekanisme mesin penjual otomatis (atau 
vending machine), menginisiasikan kegiatan transaksi dengan kontrak sebagai transaksi 
langsung (straightforward transaction) di mana peran pembeli meliputi dua hal, yakni (1) 
memilih produk yang diinginkan, dan (2) melakukan pembayaran dengan pertimbangan 
(consideration) (Herian, 2018). Dengan demikian, mesin penjualan otomatis (vending machine) 
sebagai gambaran paling sederhana dari kerja Smart Contract menunjukkan peran mesin 
untuk bekerja secara suatu “kontrak” atau kesepakatan dalam bertransaksi secara sederhana, 
otomatis dan terkadang mulus. Meskipun pada praktik ditemukan hambatan-hambatan 
seperti transaksi yang bermasalah, kegagalan pemenuhan kontrak, kesalahan, kegagalan atau 
pelanggaran yang belum memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas hingga sekarang.  
 
Pengaturan Blockchain-Smart Contract di Indonesia 
Secara garis besar, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) di 
Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni (i) pengaturan-pengaturan mengenai 
informasi dan transaksi elektronik, dan (ii) pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang 
dilarang. Pengaturan yang dicakup didalamnya dibentuk dengan mempertimbangkan 
berbagai instrumen hukum internasional seperti UNCITRAL Model Law on Electronic 
Commerce dan UNCITRAL Model Law on Electronic Signature dengan maksud memberikan 
kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik bagi pelaku bisnis dan masyarakat 
pada umumnya (Amirulloh, 2018). 
Prinsip netral teknologi (technology neutrality) yang dianut secara jelas dalam UU ITE 
dalam Pasal 3 juga memberikan implikasi terhadap pengertian kontrak elektronik yang ada. 
Prinsip tersebut memberikan artian bahwa: (1) penggunaan standar-standar teknis yang 
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dicantumkan dalam pembuatan peraturan (hukum) ditujukan untuk membatasi dampak 
negatif yang mungkin terjadi dan bukan membatasi pengadopsian inovasi teknologi apapun 
yang tepat dalam mencapai tujuan hukum atau peraturan tersebut; (2) peraturan yang 
dibentuk harus dapat berlaku terlepas dari teknologi yang digunakan; dan (3) pembuat 
peraturan haruslah menahan diri untuk tidak menggunakan peraturan yang dibentuk untuk 
mendorong pasar kearah struktur tertentu (Rev, 2014). 
Dengan adanya prinsip yang demikian, hal tersebut membuka peluang futuristik 
terhadap penggunaan teknologi yang lebih maju dikemudian hari dalam penyelenggaraan 
transaksi elektronik dengan kepastian hukum yang memadai. Sehingga inovasi-inovasi 
teknologi yang bertujuan memudahkan transaksi elektronik mendapatkan kepastian hukum 
yang jelas tanpa diperlukannya pembentukan instrumen hukum baru dan khusus terhadap 
teknologi tertentu. Dalam halnya penerapan prinsip netral teknologi dalam penerimaan 
blockchain-smart contract sebagai suatu kontrak elektronik, maka prinsip netral teknologi 
tersebut dapat memberikan artian bahwa penggunaan sistem teknologi blockchain yang 
digunakan dalam smart contract tidak membatasi hal tersebut sebagai suatu informasi 
dan/atau dokumen elektronik yang sah dalam UU ITE. Disamping itu sebagai suatu 
perjanjian atau kontrak, blockchain-smart contract dapat pula memenuhi ketentuan syarat sah 
perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi: (1) kesepakatan para pihak; (2) 
kecakapan para pihak; (3) suatu hal tertentu; dan (4) sebab yang halal selama teknologi yang 
demikian dapat membuktikan. 
Dalam hukum perikatan, terdapat beberapa teori untuk menentukan timbulnya 
kesepakatan dalam bertransaksi, yakni seperti (1) Teori Pernyataan Lisan (Uitingstheorie); (2) 
Teori Pengiriman (Verzendtheorie); (3) Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie); (4) Teori 
Penerimaan (Ontvangstheorie); (5) Teori Kepercayaan (Vertrouwenstheorie); (6) Teori 
Pernyataan (Verklaringstehorie); dan (7) Teori Kehendak (Wilstheorie) (Salim, 2019). Dalam 
penerapan blockchain-smart contract yang berjalan secara otomatis, kesepakatan terbentuk 
dalam keadaan penerimaan jawaban penawaran oleh Penjual dan diwujudkan dengan 
mekanisme pembayaran oleh Pembeli sebagai bentuk pernyataan penerimaan. Hal tersebut 
sejalan dengan teori Penerimaan (Ontvangstheorie) yang juga diterapkan dalam ketentuan 
Pasal 20 UU ITE. 
Dengan bentuknya yang berupa kode computer (computer code), smart contract dapat 
dikatakan mengikat para pihak dengan konsep dasarnya yang beranjak dari hukum kontrak 
(Murphy & Cooper, 2016). Sehingga blockchain-smart contract ditinjau dari hukum positif di 
Indonesia memungkinkan untuk diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum 
yang ada dan terlebih prinsip netral teknologi yang diterapkan dalam UU ITE (Muhammad, 
2019). Selain itu, dengan sifatnya yang otomatis sekalipun teknologi blockchain-smart contract 
dapat dikatakan sebagai Agen Elektronik menurut Pasal 1 Angka 8 UU ITE yakni perangkat 
dari suatu perangkat dari sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan 
terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis. Dalam Pasal 47 PP PMSE pula 
disampaikan bahwa suatu kontrak elektronik dapat dibuat berdasarkan hasil interaksi 
dengan perangkat otomatis dan validitas atas kontrak elektronik tersebut tidak dapat 
disangkal kecuali dapat dibuktikan bahwa sistem otomatis tersebut tidak berjalan dengan 
semestinya. 
Agen elektronik tersebut dapat berbentuk data elektronik seperti kode komputer atau 
bentuk lainnya, sehingga blockchain-smart contract pada kenyataannya tidak mengalami 
kekosongan hukum dalam penerapan. Pasal 37 PP PSTE telah dengan jelas memberikan 
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minimum batasan fitur yang harus tersedia dalam penerapannya, seperti: fitur untuk 
melakukan koreksi, membatalkan perintah, memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi, 
memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan proses, melihat informasi berupa Kontrak 
Elektronik atau iklan, mengecek status transaksi dan membaca perjanjian sebelum melakukan 
transaksi.  
Dalam kenyataannya, meskipun dapat diakui sebagai informasi dan/atau dokumen 
elektronik yang mengikat, kemampuan untuk melakukan koreksi terhadap kesepakatan yang 
terjadi dalam smart contract tidak dimungkinkan karena sifatnya yang tidak dapat diubah 
(immutable) (Gates, 2017). Sehingga blockchain-smart contract tidak sepenuhnya memberikan 
fitur yang sesuai. Namun tidak membuatnya sebagai kontrak elektronik yang tidak sah sebab 
pengaturannya yang tidak bersifat memaksa. Sebagaiman tambahan, penerapan blockchain-
smart contract dalam e-commerce sebagai suatu kontrak elektronik harus dapat menggunakan 
bahasa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 PP PMSE atau setidaknya dapat 
diwujudkan dalam bentuk yang dapat dibaca, diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen 
dalam e-commerce. 
 
Perbandingan Pengaturan Blockchain-Smart Contract di Indonesia, Amerika dan 
Singapura 
Uniform Commercial Code (“U.C.C”), Uniform Electronic Transaction act (“UETA”), 
Electronic Signatures in Global and National Commercial Act (“ESIGN”) di Amerika 
 
Secara umum, suatu perjanjian meliputi unsur-unsur sebagai berikut: (Salim, 2019) 
1. adanya offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan); 
2. Consideration (konsiderasi); 
3. Capacity to enter dan legal subject matter (kemampuan hukum para pihak untuk bertindak 
dan pokok persoalan yang sah); 
4. Mutual assent atau meeting of mind (persesuaian kehendak). 
Adanya unsur consideration dalam uatu perjanjian memberikan latar belakang dan 
autentifikasi yang tinggi, terutama dalam kontrak-kontrak berbentuk elektronik. Tanpa 
adanya pertimbangan (consideration) maka suatu perjanjian tidak dianggap ada (Barnes et. al., 
2018). Meskipun demikian, unsur-unsur pembentuk kontrak tersebut tidak secara tegas 
dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan seperti U.C.C., UETA ataupun ESIGN. Melainkan 
unsur-unsur tersebut dianggap secara prinsip dibutuhkan dalam membentuk suatu 
perjanjian (DiMatteo & Hogg, 2016).  
Dalam kegiatan perdagangan, suatu kontrak dapat dibentuk dalam bentuk apapun 
selama hal tersebut dapat menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak. Tanpa 
terkecuali dibuatnya suatu kesepakatan bersama antara para pihak yang tidak 
teridentifikasikan waktu terbentuknya kesepakatan tersebut. Selain itu, dengan 
diperbaharuinya Article 2 U.C.C. pada tahun 2003, kegiatan perdagangan berdasarkan pada 
kontrak yang dibentuk berdasarkan interaksi pada pemograman komputer secara sah berlaku 
secara sah meskipun interaksi tersebut tidak diketahui orang lain (Daniel, 2003). 
Hingga saat ini, untuk mengantisipasi permasalahan hukum yang akan timbul akibat 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dengan penggunaan kontrak 
otomatis yang dijalankan dalam sistem komputer, penfasiran hukum terhadap instrumen-
instrumen hukum seperti U.C.C. dan UETA telah banyak dilakukan. Meskipun beberapa 
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pihak seperti Uniform Law Commssion telah menyatakan tidak adanya korelasi hukum 
antara “Smart contract” dengan “Kontrak” (ULC, 2019). 
Sebagaimana di Indonesia, blockchain-smart contract di Amerika dikategorikan sebagai 
agen elektronik dengan sifatnya yang otomatis. UETA sendiri telah mengakui 
dimungkinkannya suatu transaksi secara otomatis yang dijalankan secara elektronik dengan 
mesin tanpa adanya campur tangan manusia dalam membentuk dan menjalankan kewajiban 
dalam suatu kesepakatan dalam Section 2 dan 14 (1). Meskipun demikian, penggunaan 
informasi dan dokumen elektronik dibatasi, terutama terhadap dokumen hukum mengenai: 
(1) penciptaan dan eksekusi wasiat dan hal-hal serupanya; (2) dokumen resmi seperti adopsi, 
perceraian dan dokumen-dokumen lainnya yang dikategorikan dalam hukum keluarga; 
dan/atau (3) surat pernyataan atau penolakan atas klaim atau hak atas pelanggaran kontrak, 
penjualan barang (sale of goods) yang secara khusus diatur dalam U.C.C., dan/atau 
pengecualian lainnya yang diadopsi oleh masing-masing negara bagian. 
 
Electronis Transaction Act (“ETA”) di Singapura 
Berbeda dengan Amerika Serikat, Singapura memiliki Electronic Transaction Act (“ETA”) 
sebagai dasar pengaturan perdagangan elektronik. Pengaturan-pengaturan yang ada di 
dalam ETA salah satunya bertujuan untuk memudahkan perdagangan elektronik dengan 
cara menghilangkan hambatan-hambatan yang timbul dari ketidakpastian atas persyaratan 
untuk tertulis serta mendorong pembangunan hukum dan infrastruktur bisnis untuk mampu 
mengamankan perdagangan elektronik. Sehingga suatu informasi dianggap tidak dapat 
disangkal akibat hukumnya, validitasnya ataupun keberlakuannya atas dasar bentuknya 
yang elektronik sebagaimana tercantum dalam Article 3 (b) ETA. Ketentuan tersebut 
mendorong prinsip kebebasan berkontrak (party autonomy) yang secara tegas diatur dalam 
Article 5 ETA. Meskipun demikian, hal tersebut dibatasi dengan adanya pengecualian 
terhadap informasi-informasi yang diwajibkan dalam bentuk tertulis oleh hukum dan dengan 
konsekuensi hukum yang mengikat padanya. 
Dalam upaya menjamin suatu transaksi yang dilaksanakan secara elektronik, suatu 
kontrak diwajibkan untuk memenuhi unsur-unsur dasar yakni adanya offer (penawaran) dan 
acceptance (penerimaan) yang dinyatakan secara jelas melalui komunikasi elektronik  , serta 
unsur lainnya seperti consideration (konsiderasi), intention to create legal relations (keinginan 
untuk mengikatkan diri) dan capacity (kecakapan para pihak) (Fay, 1967). Hal tersebut tidak 
menutup kemungkinan bahwa suatu kontrak dibentuk dari interaksi antara sistem otomatis 
dan individu (automated message system), sebagaimana hal tersebut tetap dianggap sah dan 
berakibat hukum meskipun tanpa intervensi dari manusia dalam menjalankannya (Article 15 
ETA). 
Mengingat sifat blockchain-smart contract sebagai suatu sistem yang otomatis terprogram 
dalam kode komputer, smart contract sendiri dapat dikategorikan sebagai sistem otomatis 
(automated message system) dalam ETA. Dalam menanggapi inovasi yang muncul, telah 
terdapat beberapa putusan perkara yang dianggap mencukupi dalam menanggapi 
permasalahan mengenai keabsahan smart contract. Salah satunya dalam disampaikan bahwa: 
(RTS Felxible Systems v Molkerei Alois Muller, UKSC 14, 2010) 
“… It depends not upon their subjective state of mind, but upon a consideration of what was 
communicated between them by words or conduct, and whether that leads objectively to a conclusion 
that they intended to create legal relations and had agreed upon …” 
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Apabila dilakukan perbandingan ketentuan antara pengaturan yang berlaku di 
Indonesia, Amerika dan Singapura, maka ditemukan bahwa penerapan prinsip netral 
teknologi (technology neutrality) diterapkan baik di Indonesia, Amerika maupun Singapura 
sebagai bentuk implementasi UNCITRAL Model Law on e-Commerce. Sebagaimana mana 
hukum memiliki fungsi untuk dapat mengantisipasi perkembangan dan perubahan dalam 
masyarakat yang akan datang (Mochtar Kusumaatmadja dalam Danrivanto Budhijanto, 
2019), baik pendefinisian Kontrak Elektronik dalam UU ITE maupun pengakuan keabsahan 
atas informasi elektronik terlepas dari bentuk teknologi yang digunakan dalamnya 
memungkinkan inovasi-inovasi kedepannya tanpa terjadi kekosongan hukum yang 
signifikan. 
Dalam segi penggunaannya, baik Indonesia, Amerika dan Singapura memberikan 
batasan penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik, yakni pada dokumen hukum 
yang diwajibkan secara tertulis oleh hukum. Disamping itu, penyelenggara smart contract 
sebagai suatu agen elektronik maupun penyedia platform e-commerce sekalipun memiliki 
kewajiban dalam penyimpanan data (record/data retention) untuk dapat membuktikan keasilan 
informasi yang bersangkutan tersebut. Sehingga secara prinsip, blockchain-smart contract 
sebagai suatu informasi dan/atau dokumen elektronik sekalipun memiliki kekuatan mengikat 
bagi para pihak mengingat adanya prinsip kebebasan berkontrak (party autonomie) dalam 
menentukan bentuk kesepakatan itu sendiri maupun sebagai alat pembuktian yang sah di 
mata hukum. 
Adapun perbedaan yang ditemukan yakni dalam hal transaksi yang dilaksanakan 
dengan sistem anonim (anonymous click-transaction) yang diterima di Amerika. Berbeda 
dengan Amerika, penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia tidak mengakui adanya 
transaksi yang dilakukan tanpa diketahui. Setiap transaksi yang dilaksanakan oleh para pihak 
harus dapat memberikan identifikasi atau informasi para pihak sebagaimana identifikasi 
tersebut menjadi dasar tanda tangan elektronik sebagai bentuk penerimaan kesepakatan para 




Dalam sistem hukum Indonesia, baik UU ITE, PP PSTE dan PP PMSE telah memberikan 
pengaturan dasar yang dapat diberlakukan terhadap blockchain-smart contract. Salah satunya 
yakni penerapan prinsip netral teknologi (technology neutrality) yang secara jelas tercantum 
dalam Pasal 3 UU ITE dan diterapkan dalam pemberikan definisi kontrak elektronik dalam 
Pasal 1 serta kebebasan berkontrak. Definisi kontrak elektronik tersebut memberikan 
gambaran umum terhadap kontrak elektronik sebagai bentuk kesepakatan yang dibentuk 
dalam sistem elektronik, sehingga blockchain-smart contract dapat berlaku dengan kekuatan 
hukum mengikat. Selain itu dalam hal blockchain-smart contract tersebut sebagai suatu sistem 
otomatis, tidak menghentikan blockchain-smart contract tersebut sebagai penyelenggaraan 
transaksi elektronik yang tidak sah. Melainkan sejalan dengan pengertian yang diberikan 
dalam UU ITE, PP PSTE dan PP PMSE merupakan suatu bentuk agen elektronik yang 
bergerak secara otomatis terhadap suatu kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. 
Baik Indonesia, Amerika dan Singapura telah menerapkan prinsip netral teknologi 
dalam pengaturan transaksi elektronik guna menjamin pemberlakuan hukum yang ada dapat 
mengantisipasi perkembangan teknologi yang mungkin akan terjadi tanpa diperlukan 
pembentukan instrumen hukum baru kedepannya. Berbeda dengan Indonesia dan 
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Singapura, pengaturan di Amerika memungkinkan dilakukannya transaksi secara anonim. 
Sedangkan pengaturan di Indonesia dan Singapura mengharuskan adanya identifikasi yang 
mencukupi dalam kegiatan transaksi elektronik guna menjamin terpenuhinya syarat sah 
smart contract itu sendiri sebagai suatu perjanjian. Terbaginya pengaturan transaksi elektronik 
dalam PP PSTE menginisiasikan kewajiban kontrak elektronik dalam kegiatan e-commerce 
disampaikan dalam bahasa Indonesia bersamaan dengan penggunaan perangkat otomatis 
dalam transaksi yang dikenal sebagai agen elektronik. Oleh karenanya, dibutuhkan 
harmonisasi pengaturan antara PP PSTE sebagai peraturan pelaksana UU ITE dengan PP 
PMSE serta pembaharuannya dalam hal transaksi elektronik secara otomatis dalam bentuk 
kode komputer seperti pengaturan tegas untuk penyelenggara untuk dapat mengkonfigurasi 
bentuk kode komputer yang ada dengan bahasa yang dapat dimengerti secara umum guna 
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